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1). Kebijakan Penanaman Modal

2). Tata cara pengajuan permohonan Penanaman Modal dalam negeri
(Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izain Prinsip Penanaman

Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri dan

Masterlist Barang Modal dan Bahan Baku) baik pengajuan cesara manual
maupun online melalui SPIPISE.

b. Indikator

Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat

dunia usaha.

c. Sumber Data

Sumber Data yang menjadi acuan antara lain :
1). Kebijakan di bidang penanaman modal;

2). Manual/panduan tata cara pengajuan permohonan Penanaman Modal dalam

Negeri ( Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip
Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam

Negeri, dan Masterlist Barang Modal dan Bahan Baku ) baik Pengajuan secara
manual maupun online melalui SPIPISE;

3). Manual/panduan teknis yang diterbitkan kementerian/lembaga dan daerah.

d. Rujukan

Rujukan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan antara lain :

1). Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 tahun 2008;

2). Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3). Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan

dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

4). Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi

Penanaman Modal;

5). Peraturan Presiden Nomor 257 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu
Pintu di Bidang Penanaman Modal;

6). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perunjuk
Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

7). Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 tahun
2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;

8). Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun
2009 tentang tata Cara pengendalian pelaksanaan penanaman modal

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2010;

9). Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun
2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan dan Nonperizinan
Investasi secara Elektronik;

10). Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun
2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
11). Peraturan perundang-undangan daerah dan sektoral terkait.
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Target Tahun 2015 BP2TPM memberikan sosialisasi kebijakan penanaman modal
sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun.

f. Langkah Kegiatan
1) Mengumpulkan manual sosialisasi/pelatuhan kebijakan penanaman modal;
2) Menyiapkan materi sosialisasi/pelatihan kebijakan penanaman modal;
3) Menetapkan jadwal sosialisasi/pelatihan kebijakan penanaman modal;
4) Menyiapkan undangan;
5) Menyelenggarakan sosialisasi/pelatihan kebijakan penanaman modal;

h.

Sumber daya Manusia
1) Pejabat yang menguasai kebijakan penanaman modal dari PDPPM atau

BP2TPM;

2) Narasumber dari instansi teknis terkait;
Penanggung Jawab

BP2TPM Kota Banjarmasin
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LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

Nomor : 28 TAHUN 2013

Tanggal : 1 JUli 2013

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL KOTA BANJARMASIN

TARGET STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL KOTA BANJARMASIN

No Jenis Pelayanan
Dasar

Standar Pelayanan Minimal Batas Waktu Pencapaian (Tahun )
Satuan

Kerja/Lembaga
Penanggung

Jawab

Indikator Nilai 2012 2013 2014 2015

1. Kebijakan
Penanaman

Modal

Tersedianya Informasi
Peluang Usaha

sector/bidang
Usaha unggulan

1 (satu)
sector/bidang
usaha/tanah

1 (satu)

sector/bid
ang

usaha/tah
un

1 (satu)
sector/bid
ang

usaha/tah

un

1(satu)
sector/bidan

e

usaha/tahun

BP2TPM

2. Kerjasama

Penanaman Modal

Terselenggaranya
fasilitasi pemerintah
daerah dalam rangka
kerjasama kemitraan :

Bagian
Pengendalian
Pembangunan dan

Bagian Ekonomi

Sekretariat

Daerah

a. Antara Usaha

Mikro, Kecil,
Menengah dan

Koperasi

(UMKMK).

Tingkat kota

dengan
pengusaha

1 (satu)
kali/tahun

1 (satu)
kali/tahun

1 (satu)
kali/tahun
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Tingkat
provinsi/nasional

Satuan

No Jenis Pelayanan
Dasar

Standar Pelayanan Minimal Batas Waktu Pencapaian (Tahun ) Kerja/Lembaga
Penanggung Jawab

Indikator Nilai 2012 2013 2014 2015

3. Promosi Terselenggaranya 1(satu) 1 (satu) 1 (satu) BP2TPM

Penanaman promosi kali/tahun kali/tahun kali/tahun

Modal Peluang penanaman

modal

kota

4. Pelayanan
Penanaman

Modal

Terselenggaranya
pelayanan perizinan

dan non perizinan

bidang penanaman

modal melalui

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu (PTSP) di
bidang Penanaman
Modal:

BP2TPM

a. Tanda

Daftar

Perusahaan

(TDP)

100 % 50% 100 % BP2TPM

b. Surat Izin 100% 50% 100 % BP2TPM

Usaha

Perdaganga

n(SIUP)
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c. Perpanjang
an Izin

Memperker

jakan
Tenaga

Kerja Asing

(IMTA)
yang

bekerja di 1
(satu) kota,
sesuai

kewenanga

n

Pemerintah

Kota

100 % 50% 100 % Dinas Tenaga Kerja

5. Pengendalian
Pelaksanaan

Penanaman

Modal

Terselenggaranya
bimbingan pelaksanaan

kegiatan Penanaman

Modal kepada
masyarakat dunia

usaha

1 (satu)
kali/tahun

1 (satu)
kali/tahun

1 (satu)
kali/tahun

BP2TPM
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No Jenis Pelayanan
Dasar

Standar Pelayanan Minimal Batas Waktu Pencapaian (Tahun )
Satuan

Kerja/Lembaga
Penanggung Jawab

Indikator Nilai 2012 2013 2014 2015

6. Penyebarluasan,P

endidikan dan

pelatihan
Penanaman

Modal.

Terselenggaranya
Sosialisasi

kebijaksanaan
penanaman modal
kepada masyarakat

dunia usaha

1(satu)

kali/tahun

1 (satu)
kali/tahun

1 (satu)
kali/tahun

BP2TPM
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